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Abstract 

The remaining budget surplus or Silpa is a fund that is not used up in one budget 

period. This remaining budget occurs when the realization of an activity budget 

that has been planned exceeds the budget previously set in the project activity. 

The political system is power that is obtained by way of organization and is also 

exercised within a country including certain institutions. In previous studies it 

was said that the regional government of the City of Yogyakarta experienced 

problems in terms of budget planning, namely an increase in the remaining 

excess budget spending caused by the political system. Therefore, this study aims 

to analyze the improvement of the political system as a strategy for reducing 

Silpa in the Yogyakarta city government. The method used in this research is a 

qualitative research approach, namely a multi-case study. Based on the method 

used, it was found that there were still some defects in the implementation of the 

Yogyakarta City Regional Government political system which caused an increase 

in Silpa, so it is necessary to improve the political system used to reduce the 

occurrence of Silpa. 

Abstract 

Sisa Lebih itungan anggaran atau Silpa merupakan dana yang tidak habis 

digunakan di dalam satu periode anggaran. Sisa anggaran ini terjadi Ketika lisasi 

dari sebuah anggaran kegiatan yang sudah direncanakan melebihi dari anggaran 

yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam proyek kegiatan. Sistem politik adalah 

kekuasaan yang diperoleh dengan cara organisir dan juga dijalankan dalam suatu 

negara mencakup lembaga-lembaga tertentu. Pada penelitian sebelumnya 

dikatakan bahwa Pemerintah daerah Kota Yogyakarta mengalamai problematika 

dalam segi perencanaan anggaran yaitu peningkatan sisa lebih pembelanjaan 

anggaran yang disebabkan oleh sistem politik. Oleh karena itu, penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis perbaikan sistem politik sebagai strategi 

pengurangan Silpa pada pemerintah kota Yogyakarta. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif yaitu studi multi 

kasus. Berdasarkan metode yang digunakan, ditemukan bahwa masih terdapat 

beberapa kecacatan dalam penerapan sistem politik Pemerintah Daerah Kota 

Yogyakarta yang menyebabkan naiknya Silpa, sehingga perlu perbaikan sistem 

politik yang digunakan untuk mengurangi terjadinya Silpa. 
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PENDAHULUAN 

Keuangan negara merupakan sebuah definisi yang tertuju pada aspek pengelolaan serta 

pengaturan Keuangan negara memiliki keterkaitan erat dengan pemerintah pada suatu entitas publik 

maupun negara. Semua aktivitas keuangan yang mencakup penerimaan, pengeluaran, serta pengelolaan 

dana yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk dalam proses pembuatan anggaran, merupakan bagian 

dari aktivitas keuangan negara di Republik Indonesia. Keuangan negara menjadi sumber pendanaan 

utama bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program kegiatan, termasuk pembangunan 

infrastruktur. Selain itu, keuangan negara juga mencerminkan indikator kondisi ekonomi suatu negara 

yang berpengaruh pada pertumbuhan dan stabilitas finansial secara keseluruhan (Hutagaol et al., 2022). 

Oleh karena itu, pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien sangat diperlukan untuk 

mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. 

https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20230912230068910
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Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan negara adalah Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran (SiLPA). SiLPA merupakan dana yang tidak habis digunakan dalam satu periode anggaran 

tertentu. Sisa anggaran ini terjadi apabila realisasi anggaran untuk sebuah kegiatan yang telah 

direncanakan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. SiLPA juga dapat muncul 

akibat berbagai faktor, seperti perencanaan anggaran yang kurang matang, estimasi biaya yang tidak 

akurat, anggaran yang berlebih tetapi tidak sepenuhnya digunakan, atau kendala dalam pelaksanaan dan 

pengawasan kegiatan. Apabila SiLPA mencerminkan inefisiensi dan ketidakmampuan dalam perencanaan 

anggaran, kondisi ini disebut sebagai SiLPA tinggi. Hal ini menjadi indikator adanya kelemahan dalam 

pengelolaan anggaran pemerintah (Yuliantoni et al., 2021). 

SiLPA yang tinggi dapat menjadi perhatian serius karena mencerminkan kurang optimalnya 

pengelolaan keuangan negara. Perencanaan anggaran yang tidak tepat sasaran, pengawasan yang lemah, 

dan ketidakmampuan dalam memanfaatkan sumber daya secara efisien dapat menyebabkan peningkatan 

SiLPA. Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan anggaran untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara 

optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Sistem politik suatu negara juga memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan 

negara. Sistem politik dapat diartikan sebagai mekanisme kekuasaan yang diperoleh melalui proses 

organisasi dan dijalankan dalam suatu negara. Sistem politik melibatkan lembaga-lembaga tertentu yang 

mencerminkan nilai-nilai dan struktur sosial negara tersebut. Setiap sistem politik memiliki karakteristik 

unik yang menentukan cara negara menjalankan fungsi-fungsinya. Dalam konteks keuangan negara, 

sistem politik berfungsi untuk menciptakan stabilitas dan keadilan sosial melalui penyusunan anggaran 

yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan demikian, hak-hak individu dan kebebasan sipil 

harus dijunjung tinggi untuk mendukung kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. 

Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah 

dalam pengelolaan keuangan, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu permasalahan yang 

muncul adalah peningkatan SiLPA akibat permasalahan dalam sistem politik. Faktor-faktor seperti 

perencanaan anggaran yang tidak matang, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, lemahnya 

pengawasan, serta minimnya partisipasi masyarakat turut berkontribusi terhadap kondisi ini. Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya perbaikan sistem politik yang mencakup peningkatan 

kualitas perencanaan anggaran, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, penguatan mekanisme 

pengawasan, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan anggaran. Langkah-

langkah ini diharapkan dapat mengurangi SiLPA dan menciptakan sistem politik yang lebih efektif dalam 

mendukung pengelolaan keuangan negara yang berkelanjutan (Katili & Latuda, 2022). 

Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara dan sistem politik yang baik saling berhubungan 

dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus 

terus berupaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

keuangan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan memberikan manfaat sebesar-

besarnya bagi masyarakat. Selain itu, partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, sangat 

penting untuk menciptakan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik dan berkelanjutan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi multi kasus. Pendekatan 

kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada eksplorasi mendalam untuk 

mengidentifikasi akar masalah dalam organisasi. Melalui metode ini, peneliti dapat menggali informasi 

secara rinci dan mendalam untuk memperoleh pemahaman holistik terhadap fenomena yang diteliti. 

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber fakta 

melalui wawancara, observasi, atau dokumen resmi yang relevan. Sementara itu, data sekunder berasal 

dari jurnal, laporan, buku, dan dokumen lain yang telah dipublikasikan sebelumnya. 

https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20230912230068910
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Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi dokumen. Peneliti mempelajari berbagai 

dokumen, laporan, dan arsip dari objek penelitian. Selain itu, data juga diperoleh melalui kajian literatur 

untuk memperkaya analisis. 

Dalam menganalisis data kasus individu, penelitian ini menggunakan model analisis interaktif, di 

mana proses analisis dilakukan secara terus-menerus hingga mencapai kejenuhan data. Analisis ini 

melibatkan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara berulang. 

Analisis lintas kasus dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai kasus untuk 

menarik kesimpulan yang lebih general. Proses ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola dan 

perbedaan antar kasus sehingga dapat memperkaya interpretasi data. 

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui validitas dan reliabilitas. Validitas dicapai 

dengan triangulasi data, di mana informasi diperoleh dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi. 

Sementara itu, reliabilitas diuji dengan memastikan prosedur penelitian dapat direplikasi oleh peneliti lain 

dengan hasil yang serupa. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keuangan Negara dan APBN 

Kajian "Fiscal Decentralization and the Size of Government: A Review of the Empirical 

Literature" oleh Roy Bahl dan Jorge Martinez-Vazquez (2015) membahas pengaruh desentralisasi fiskal 

terhadap ukuran pemerintah dan kualitas keuangan negara. Dalam kajian ini ditemukan bahwa 

desentralisasi fiskal memiliki potensi untuk memperkecil ukuran pemerintah dan meningkatkan kualitas 

keuangan negara. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bahwa korupsi memiliki dampak negatif 

terhadap pengeluaran publik, terutama untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan. 

Implikasi dari hasil ini menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal sangat bergantung pada tata 

kelola yang baik serta pengurangan praktik korupsi. 

The Impact of Fiscal Decentralization on the Performance of the Indonesian State Budget 

Kajian "The Impact of Fiscal Decentralization on the Performance of the Indonesian State 

Budget: A Historical Overview and Future Prospects" oleh Widjojo Nitisastro (2008) mengkaji dampak 

desentralisasi fiskal terhadap kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap kinerja APBN, 

terutama dalam hal peningkatan investasi publik dan pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menekankan 

pentingnya desain kebijakan desentralisasi yang strategis untuk memaksimalkan manfaatnya terhadap 

pertumbuhan ekonomi nasional. 

 

Keuangan Daerah dan APBD 

The Impact of Local Government Financing on Urbanization in Indonesia 

Kajian "The Impact of Local Government Financing on Urbanization in Indonesia" oleh Rima 

Prama Artha (2015) membahas pengaruh keuangan pemerintah daerah terhadap urbanisasi di Indonesia. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendanaan pemerintah daerah berkontribusi positif terhadap 

urbanisasi, terutama melalui pengeluaran yang ditujukan untuk sektor infrastruktur dan layanan publik. 

Hasil ini menegaskan bahwa peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dapat 

mempercepat proses urbanisasi yang sehat dan berkelanjutan. 

Analisis Perencanaan APBD dan Implementasinya Terhadap Kinerja Keuangan Daerah 

Penelitian "Analisis Perencanaan APBD dan Implementasinya Terhadap Kinerja Keuangan 

Daerah" oleh Slamet Haryadi dan Setiawan Assegaff (2015) mengkaji hubungan antara perencanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan kinerja keuangan daerah. Penelitian ini 

menemukan bahwa perencanaan APBD yang matang dan terstruktur mampu meningkatkan kinerja 

keuangan daerah, khususnya dalam aspek pendapatan dan belanja. Hal ini menunjukkan pentingnya 

pendekatan perencanaan yang berbasis data dan partisipatif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

pengelolaan anggaran di tingkat daerah. 

https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20230912230068910
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Sistem Politik dan SILPA 

Democracy and Development 

Kajian "Democracy and Development: A Complex Relationship" oleh Adam Przeworski (1991) 

membahas hubungan kompleks antara demokrasi dan pembangunan. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

demokrasi memiliki pengaruh positif terhadap pembangunan. Namun, hubungan ini dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, termasuk sejarah politik, budaya politik, dan situasi ekonomi suatu negara. Oleh karena 

itu, meskipun demokrasi dapat mendorong pembangunan, diperlukan upaya yang lebih besar untuk 

memahami konteks lokal agar kebijakan pembangunan dapat berjalan efektif. 

Analisis Peran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam Pembangunan Daerah 

Kajian "Analisis Peran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam Pembangunan Daerah" 

oleh Sri Hartini, Evi Yulianti, dan Ahmad Saifuddin (2018) menyoroti peran SILPA dalam pembangunan 

daerah di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa SILPA dapat dimanfaatkan untuk membiayai 

program dan kegiatan pembangunan daerah yang belum terealisasi pada tahun anggaran sebelumnya. 

Namun, pemanfaatan SILPA harus disertai dengan perencanaan yang baik agar tidak menimbulkan 

inefisiensi dalam pengelolaan anggaran. 

 

Sistem Politik Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai Indikator Meningkatnya SILPA 

a. Sistem Birokrasi yang Tidak Efektif 
Birokrasi yang tidak efisien menyebabkan pelaksanaan APBD menjadi lambat. Proses birokrasi yang 

rumit serta kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah menjadi penyebab utama peningkatan 

SILPA. 

b. Kurangnya Komitmen Politik 
Minimnya komitmen politik sering kali disebabkan oleh rendahnya dukungan masyarakat. Program 

anggaran yang tidak mendapat dukungan politik sering kali mengalami keterlambatan, ketidakstabilan, 

bahkan terhenti. 

c. Tidak Adanya Koordinasi yang Baik Antar Lembaga Pemerintah 
Kurangnya koordinasi antar lembaga memperburuk pelaksanaan program anggaran, sehingga 

meningkatkan risiko SILPA. 

 

Sistem Politik yang Efektif dan Efisien dalam Menurunkan SILPA 

a. Perencanaan Anggaran yang Matang 
Pemerintah perlu menyusun perencanaan anggaran yang matang untuk meminimalkan risiko kelebihan 

anggaran. 

b. Transparansi dan Akuntabilitas 
Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran penting untuk mencegah penyalahgunaan 

dan mengurangi SILPA. 

c. Pengawasan yang Ketat 
Pengawasan yang ketat dapat membantu mengidentifikasi dan mencegah terjadinya SILPA secara 

lebih efektif. 

d. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat 

Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran membantu menciptakan 

akuntabilitas serta efisiensi. 

 

SIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem politik yang kurang efektif merupakan faktor utama 

meningkatnya SILPA. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dalam sistem politik, termasuk 

peningkatan perencanaan anggaran, transparansi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Dengan 

https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20230912230068910
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langkah-langkah tersebut, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dapat menurunkan angka SILPA dan 

meningkatkan efisiensi keuangan daerah. 
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